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Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga 

negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 

keputusan publik. 

 

Sebagai tindak lanjut dari  Undang

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  yang selanjutnya disebut 

PPID yaitu  pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian 

penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk 

mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang

Keterbukaan informasi Publik.

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang telah dibentuk dengan 

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah 

diperbaharui beberapakali, terakhir dengan 

485.2/187/2017 tanggal 6 F

 

Penyusunan  Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari 

penyelenggaraan dan pelayanan 

Januari sampai dengan 31 Desember 201
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PENDAHULUAN 

Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga 

negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 

Sebagai tindak lanjut dari  Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang 

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  yang selanjutnya disebut 

PPID yaitu  pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian 

enyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk 

mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana

Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang 

ormasi Publik. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang telah dibentuk dengan 

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah 

beberapakali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang 

485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017. 

Penyusunan  Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari 

dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang periode 

Januari sampai dengan 31 Desember 2017. 

A.n BUPATI BATANG

Sekretaris Daerah

Kabupaten Batang

Drs.  NASIKHIN, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19630403 198903 1 011

Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga 

negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 

undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang 

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  yang selanjutnya disebut 

PPID yaitu  pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian 

enyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk 

mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana; sebagaimana diatur 

undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang telah dibentuk dengan 

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah 

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 

Penyusunan  Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari PPID atas 

Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang periode 

 

 

A.n BUPATI BATANG 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Batang 

 

 

 

Drs.  NASIKHIN, MH 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19630403 198903 1 011 
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A. KEBIJAKAN 

1. Dasar Pembentukan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenasi Kabupaten Batang dibentuk 

berdasarkan : 

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 

No.14 Tahun 2008. 

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri. 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

f. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan 

Informasi Publik. 

g. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 

h. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 

2011 dan telah diperbaharui beberapakali, terakhir dengan Surat 

Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 

2017.. 

i. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah 

Kabupaten Batang. 

j. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 487.22/532/2015 tentang Daftar 

Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Batang 
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2. Tugas PPID 

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik,  PPID Kabupaten Batang 

memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. 

b. Meyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan 

informasi kepada publik.  

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. 

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.  

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan  

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat. 

 

B. KELEMBAGAAN 

 

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Nomor 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang, sebagai berikut : 

 

1. Struktur Organisasi 

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut : 

No 

KEDUDUKAN 

DALAM 

PENGELOLA PPID 

JABATAN DALAM INSTANSI 

1 Atasan PPID Bupati Batang 

2 Wakil Atasan PPID Wakil Bupati Batang 

3 PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Batang 

4 Wakil PPID Kepala Diskominfo Kab. Batang 

5 Sekretaris 
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada 

Diskominfo Kab. Batang 

6 PPID Pembantu 

1. Asissten I Sekda Kabupaten Batang 

2. Asissten II Sekda Kabupaten Batang 

3. Asissten III Sekda Kabupaten Batang 

4. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang 

5. Inspektur Kabupaten Batang  

6. Bapelitbang Kab. Batang 

7. BKD Kabupaten Batang 

8. Dispermades Kabupaten Batang 

9. DP3AP2KB Kabupaten Batang 

10. DLH Kabupaten Batang 

11. DPMPTSP Naker Kabupaten Batang 
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12. BPBD Kabupaten Batang 

13. Disdikpora Kabupaten Batang 

14. Dinkes Kabupaten Batang 

15. DPUPR Kabupaten Batang 

16. DPRKP Kabupaten Batang 

17. Dinsos Kab. Batang 

18. Disdukcapil Kab. Batang 

19. Disperindagkop dan UKM Kab. Batang 

20. Dislutkanak Kab. Batang 

21. Dispaperta Kabupaten Batang 

22. Disparpora Kabupaten Batang  

23. BPKPAD Kabupaten Batang  

24. Dinas Perhubungan Kabupaten Batang 

25. Disperpuska Kab.Batang 

26. Kantor Kesbangpol Kab. Batang 

27.  RSUD Kabupaten Batang 

28.  RSUD Limpung 

29.  Satpol PP Kabupaten Batang 

30. Kecamatan se Kabupaten Batang 

 

7 PPID Pelaksana 

1. Bagian Pemerintahan Setda Batang 

2. Bagian Humas dan Protokol Setda Batang 

3. Bagian Hukum Setda Batang 

4. Bagian Pengendalian Pembangunan Setda 

5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batang 

6. Bagian Perekonomian Setda Kab.Batang 

7. Bagian Organisasi Setda Kab.Batang 

8. Bagian Umum Setda Kab. Batang 

9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda 

10. Unit Pelaksana Teknis DISDIKBUD, 

DINKES, DPUPR, DPMPTSP NAKER, 

DISPAPERTA, DISLUTKANAK dan DLH 

Kabupaten Batang 

 

2. Kesekretariatan PPID Kabupaten Batang 

Dalam pelaksanaan  tugas kesekretariatan dibentuk susunan sekretariat PPID 

sebagai berikut : 

 

No Kedudukan Dalam Tim Jabatan 

1 Bidang pengumpulan dan 

Analisis Data Anggota  

Sekretaris Diskominfo Kab.Batang 

2 Anggota Kasi Kemitraan Diskominfo Kab.Batang 

 Anggota Kasi Statistik Diskominfo Kab. Batang 
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4 Bidang Pengkajian Hukum 

dan Sengketa Informasi  

Kabid. Layanan Informasi dan Statistik 

Diskominfo Kab. Batang 

5 Anggota Kasi Infrastruktur dan Teknologi   

Diskominfo Kab. Batang 

6 Anggota Kasubag. Dokumentasi dan Informasi 

Hukum pada Bag. Hukum Setda Batang 

7 Bidang Pusat Data, Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Kabid. E-Goverment Diskominfo 

Kab.Batang 

8 Anggota Kasi Pengembangan Aplikasi Diskominfo 

Kab. Batang 

9 Anggota Staf  Diskominfo Kab.Batang 

 

10 Bidang Umum, Pelayanan 

Infromasi dan Arsip 

Kasi Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik  Diskominfo Batang 

11 Anggota Arsiparis pada Disperpuska Kab.Batang  

12 Anggota Staf  Diskominfo Kab.Batang 

 

13 Staf Administrasi Staf  Diskominfo Kab. Batang 

 

14 Staf Administrasai Staf  Diskominfo Kab. Batang 

 

 

3.  Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di PPID Kabupaten Batang hingga akhir tahun 

2017, sebagai berikut :  

 

No NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN 

1 TV LED 1 Baik 

2 Sound Recorder 1 Baik 

3 Wirreles Mic 1 Baik 

4 AC  1 Baik 

5 Meja Kerja ½ biro 2 Baik 

6 Kursi kerja 2 Baik 

7 Almari Arsip 1 Baik 

8 Laptop 1 Baik 

9 Komputer PC 2 Baik 

10 Kamera 1 Baik 

11 Proyektor 1 Baik 
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4. Anggaran 

Anggaran  PPID  Tahun  2017 dari APBD Kabupaten Batang  sebesar          

Rp. 67.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan  rincian sebagai 

berikut : 

a. Belanja Pegawai : Rp. 27.300.000,00  (40,7%) 

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 39.700.000,00 (59,3%) 

c. Belanja Modal : -    (0%) 

 

C. KONTEN INFORMASI 

Konten informasi dapat diakses pada website PPID dengan domain 

www.ppid.batangkab.go.id, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Beranda : berisi berita, artikel dan pengumuman. 

2. Profil : berisi Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, dan 

Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik. 

3. Daftar Informasi : berisi Informasi Publik dan Informasi dikecualikan 

a. Informasi berkala 

b. Informasi serta merta 

c. Informasi setiap saat 

4. Layanan, berisi : 

a. Tata Cara Mendapatkan Informasi 

b. Formulir Permohonan Informasi 

c. Permohonan Informasi Online 

5. Permohonan Online 

6. Kontak Kami 

a. Kontak Kami 

b. F.A.Q (Frequenty Ask Question) 

7. Link Situs  

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

b. Komisi Informasi Pusat 

c. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 

d. PPID Provinsi Jawa Tengah 

e. Portal Pemerintah Kabupaten Batang 

f. LPSE Kabupaten Batang 

g. JDIH Kabupaten Batang 

h. Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 

i. Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) 
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D. PROGRES TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 

 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kabupaten Batang telah mentaati kewajiban 

sebagaimana amanat Undang-Undang dimaksud. Implementasi ini telah diwujudkan 

melalui penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan prinsip 

mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sebagai upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah dibangun pelayanan 

informasi secara elektronik dengan menyajikan informasi publik melalui web resmi 

PPID. Dalam mewujudkan semangat tersebut Pemerintah Kabupaten Batang telah 

dan terus merintis dalam konteks pelayanan informasi publik khususnya dalam 

penggunaan kemajuan Teknologi Informasi (TI) 

Sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik, maka telah diterbitkan beberapa regulasi tentang tata kelola informasi publik 

di Kabupaten Batang dari tahun 2011 hingga tahun 2017,  adapun perubahan 

disesuaikan dengan perubahan OPD sesuai tupoksi.  Regulasi yang diterbitkan tahun 

2017 merupakan perubahan maupun regulasi baru yang belum ada pada tahun 

sebelumnya ,  yaitu : 

1. Keputusan Bupati Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 06 Februari 2017., tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/240/2013 tentang 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Batang 

2. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku PPID Kabupaten Batang Nomor 

487.22/1023 /2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang Daftar Informasi dan 

Dokumentasi Publik (DIDP) Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017. 

3. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Single Data System 

Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang 

4. Keputusan Bupati Batang Nomor 412.21/462/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang   

Pembentukan Tim Verivikasi dan Validasi Data Berbasis Single Data System 

Pemerintah  Kabupaten Batang Tahun 2017. 

Melalui Program Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sesuai Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Kominfo 

Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan 

pelayanan informasi publik pada tahun 2017, yaitu : 

1. Penyusunan Laporan Tahunan PPID tahun 2016,  pada bulan Januari 2017. 

2. Penyusunan beberapa regulasi tentang tata kelola keterbukaan informasi publik 

baik Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Sekretaris Daerah selaku PPID 

Kabupaten Batang. 
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3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur PPID Kabupaten Batang Nomor 

487.22/16.a/SOP/2017 , tanggal 6 September 2017, sesuai dengan Permendagri 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. meliputi : 

 

a. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 

b. SOP Penyusunan DIDP 

c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 

d. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik 

e. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 

 

4. Sosialisasi penguatan kelembagaan PPID, pada bulan April 2017. 

5. Mengumpulkan data Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja 

di masing-masing OPD  dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar 

Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) tahun 2017,  pada bulan Pebruari s/d 

Maret 2017 

6. Mengikuti rapat koordinasi / teknis pelayanan keterbukaan informasi tingkat 

Pusat/ Prov/Lembaga Lainnya  

7. Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik dari masyarakat sewaktu-

waktu. 

8. Melaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pertimbangan PPID dengan OPD 

terkait dalam hal penyelesaian permohonan informasi publik tertentu. 

9. Mengikuti visitasi dan verifikasi pemeringkatan keterbukaan informasi Badan 

Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah melalui beberapa tahapan, pada 

bulan Oktober s/d November 2017 

10. Menyelenggarakan FGD Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Single Data 

System, pada bulan November 2017. 

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke 51 PPID Pembantu di masing-masing 

OPD, pada bulan Desember 2017. 
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Adapun pelayanan permohonan informasi publik yang telah dilaksanakan 

selama tahun 2017 adalah, sebagai berikut : 

 

No Tanggal Nama Alamat No. Telp Pekerjaan Informasi yang diminta Alasan 

1 24 Januari 
2017 

ADRIAN Perum Pamardi 
Graha B/12 
Pasekaran 

021-83780642 Mahasiswa 1. Macam galian tambang di 
Kab.Batang 
2. Total luas lahan galian 
tambang tiap tahun selama 5 
tahun. 
3. Jumlah pednambang 
terdaftar. 

Sebagai acuan untuk 
melengkapi tugas kuliah ttg 
aktifitas pertambangan di 
Kab. Batang. 

2 19 April 
2017 

R. ERDIAN  
KRISNAWAN 

Perum Wirosari 3 
B No. 3 Rt. 1 Rw. 9 
Sambong Batang 

8156902672 Koordinasi 
Pemberantasan 

Korupsi dan 
Penyelamat Aset 
Negara RI ( KPK 

PANRI) 

LPJ Dana Desa se Kab. Batang 
tahun 2016 

Monitoring  penggunaan 
dana desa . 

3 4 Mei 2017 IZZA NUR 
KALAM 

Jl. Jensud No.20 
Batang (depan 

Kejaksaan Negeri 
Batang 

8156902672 Ketua Pimpinan 
GNPK-RI 

Kabupaten Batang 

RAB DD Desa Pasekaran dan 
Desa Rowobelang tahun 2016 

Melakukan pengawasan.  

4 15 Mei 2017 MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

82328709664 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

1. Perdes ttg pelepasan dan 
penggantian tanah Kas Desa 
Pasekaran dan Desa 
Rowobelang yang digunakan 
untuk Fasum jalan Tol 
Pemalang- Smg  
2.APBDes tahun 2016 dan 2017 

Pengawasan Masyarakat 

5 14 Juni 
2017 

MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

RAB Desa se Kec.Batang dan 
Kec.Kandeman 

Pengawasan masyarakat 

6 24 Juli 2017 MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

Permohonan informasi LPJ DD 
tahun 2016 : 
Desa Kalipucang Kulon, Ds 
Kreyo, Ds Depok, Ds Kluwih 
dan Ds Tambahrejo. 

Pengawasan Masyarakat 

7 
25 
September 
2017  

MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

1. Laporan 
Pertanggungjawaban 
Penggunaan Dana aspirasi 
DPRD Kab.Batang T.A 2016 & 
T.A 2017 secara terperinci 
2. Laporan Pertanggung 
Jawaban Bantuan keuangan  
KPD PEMDES yang bersumber 
dari APBD pem prof Jateng T.A 
2016 & T.A 2017 secara 
terperinci. 

  

8 16 Oktober 
2017 

MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

Permohonan informasi RAB 
pembuatan pagar keliling 
gedung Kantor Dinas 
Kesehatan Kab. Batang 

Pengawasan Masyarakat 

9 23 Oktober 
2017 

MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

1. Daftar penerima dana 
bantuan keuangan kepada 
pemerintahan Desa se 
Kab.Batang 
2. daftar penerima dana aspirasi 
DPRD kab.Batang tahun 2016 
dan 2017 
3. LPJ penggunaan bantuan 
keuangan kepada desa yang 
bersumber dari APBD Prov 
Jateng Tahun 2016 dan 2017 
4. LPJ pebnggunaan dana 
aspirasi DPRD Kab.Batang th 
2016 dan 2017 secara terperinci 
meliputi Desa se Kec. Batang 
dan Kec. Kandeman 

Pengawasan Masyarakat 

10 28 Oktober 
2017 

FIKRI ABDUL 
HAKIM ,SE 

jl. Yos Sudarso gg 
Citarum no. 6 

Rt.05/04 
Proyonanggan 
Utara Batang 

08976544406/ 
087830678111 

Wiraswasta 1. Perda ttg tatacara perijinan 
hiburan karaoke2. Daftar 
Pengusaha hiburan karaoke di 
Kab.Batang  yang 
telahmembuat/ memiliki ijin 

1.Memantau pelaksanaan 
usaha hiburan karaoke2. 
Turut berpartisipasi 
menegakkan hukum dan 
menertibkan pelaksanaan 
usaha hiburan karaoke di 
wilayah Batang. 

11 13 
November 

2017 

MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

Berkas perijinan dari PT Bina  Ingin mengetahui isi berkas 
perijinan pembangunan 
perumahan di desa 
pasekaran dari PT Bina 
Victory 
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12 13 
November 

2017 

SU'ASMARANT
A 

Jl. Mataram No. 28  
Kalipucang wetan 
RT/RW 004/001 

816650719 Wiraswasta 1.Permohonan SPJ DD 
pembuatan toilet th 2016  
2.LPJ Pengecoran bibir jalan 
mataram II RT/RW 04/01, 
RT/RW  05/01  Desa 
Kalipucang wetan Tahun 2017 

Akan kami laporkan 
Kejaksaan Batang , 
diindikasikan tidak sesuai 
anggaran yang sebenarnya. 

13 06 
Desember 

2017 

MOHAMAD. 
ZAENUDIN 

Jl. Pemuda RT/RW 
02/01 Pasekaran 

Batang 

8232870966 Sekretaris GNPK-
RI Kabupaten 

Batang 

1. realisasi APBDes th 2016 
dan 2017 
2. LPJ Dana Aspirasi DPRD 
Kab.Batang  Tahun 2016 dan 
2017 

Pengawasan Masyarakat 

14 07 
Desember 

2017 

SUROSO Desa Sidomulyo 
09/01 Cepiring 

Kab.Kendal 

87832493670 Ketua DPD Laskar 
Anti Korupsi 
Indonesia  

LPJ Dana Desa Kalipucang 
Wetan Tahun 2016 

Menanggapi laporan 
masyarakat 

 

 

 

Selanjutnya dalam rangka membangun tata kelola Pemerintahan yang 

bersih, efektif dan terpercaya serta guna mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik, Pemerintah 

Kabupaten Batang telah mengembangkan aplikasi open data berbasis Single Data 

System. Hal ini mulai dilaksanakan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang 

Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Batang dan 

pengumpulan data informasi sektoral serta pengintegrasian sebagian data informasi 

ke open data milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pengelolaan data 

informasi pada PPID Kabupaten Batang. 

 

E. PRESTASI 

 Sebagai evaluasi terhadap ketaantan atas pelaksanaan Undang-Undang  

Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2017 telah melakukan pemeringkatan kepada Badan Publik Kabupaten/Kota se 

Jawa Tengah melalui beberapa tahapan penilaian yaitu pengiriman questioner, 

visitasi dan verifikasi dan bagi 20 Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 

dilanjutkan presentasi di tingkat Provinsi. Dan untuk tahun ini, Badan Publik 

Kabupaten Batang memperoleh kategori sebagai Badan Publik Menuju Informatif 

Peringkat IV Tingkat Provinsi Jawa Tengah. 
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F. MONITORING DAN EVALUASI  

 

            Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan 

informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik, setiap akhir tahun PPID Kabupaten Batang bersama Tim Sekretariatnya 

melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah 

selaku PPID Pembantu. Dan diharpakan dengan dilakukan monev ini daapa 

meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dan ke depan akan 

melakukan pendampingan langsung kepada Pemerintahan Desa.Karena berdasarkan 

pengalaman selama ini pelayanan permohonan informasi oleh publik kepada 

Pemerintahan Desa belum ditindaklanjuti sebagaimana kewajiban Badan Publik 

dalam memenuhi permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

        Adapun register permohonan informasi publik dalam kurun waktu tahun  

2012 hingga Desember 2017 sebagaimana berikut : 

 

No Tahun 
Jumlah 

Pemohon 

Informasi 

Diminta 

Keputusan 

Diminta 

Informasi 

Tidak 

Dicukupi 

Keputusan 

Keberatan 
Sengketa Mediasi 

Ajudi

kasi 

1 2012 4 4 4 - - - - - 

2 2013 3 3 3 - - - - - 

3 2014 8 11 5 6 2 1 1 1 

4 2015 7 8 7 1 - 1 1 1 

5 2016 10 13 13 3 2 2 2 2 

6 2017 13 22 22 4 2 - - - 

 Jumlah 43 61 54 14 6 4 4 4 
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G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT :  

 

Dari beberapa kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya kami 

akan menindaklanjuti dengan beberapa langkah sebagai berikut : 

 

a. Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPID Pembantu sehingga akan 

lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan 

pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik oleh setiap PPID Pembantu. 

 

b. Membantu memfasilitasi pembuatan website bagi OPD yang belum memiliki 

melalui penyediaan domain oleh Dinas Kominfo Kab.Batang. Untuk itu melalui 

surat edaran PPID ke depan , diminta kepada OPD sesegera mungkin untuk 

menghubungi Dinas Kominfo dalam pemenuhan konten maupun update data 

website nya. Sehingga proses pengintegrasian data informasi pada Single Data 

System dapat segera terwujud. 

 

c. Guna memotivasi terhadap kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang 

ada di PPID Pembantu, Pemerintah Kabupaten Batang melalui PPID akan 

menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik PPID 

Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pemeringkatan 

direncanakan melalui beberapa tahapan penilaian dalam bulan September s/d 

November 2018. 

 

d. Meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi public melalui 

pendampingan langsung kepada Pemerintahan Desa pada forum di tingkat 

Kecamatan. Karena berdasarkan pengalaman selama ini pelayanan permohonan 

informasi oleh publik kepada Pemerintahan Desa belum ditindaklanjuti 

sebagaimana kewajiban Badan Publik dalam memenuhi permohonan informasi 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        

SARAN :  

             Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan 

PPID Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan masing

memberikan dokumen

ada dalam Undang

publik dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga pelayanan bisa dilaksanakan 

efektif, efisien dan sederhana.

 

KESIMPULAN : 

            Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa b

dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk 

menghasilkan  layanan informasi yang berkualita

Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Batang 

menyelenggarakan 

mengoptimalkan pelayanan dari 

layanan secara elektronik dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PENUTUP 

 

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan 

PPID Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan masing-masing

memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam Undang-Undang kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi 

publik dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga pelayanan bisa dilaksanakan 

efektif, efisien dan sederhana. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam rangka pengelolaan 

dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk 

menghasilkan  layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan  ketentuan Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Batang 

menyelenggarakan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan  

mengoptimalkan pelayanan dari PPID Desa, PPID Pembantu

layanan secara elektronik dengan membuat website www.ppid.batangkab.go.id. 

An. BUPATI BATANG

Sekretaris Daerah,

Selaku PPID,

Drs. NASIKHIN, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19630403 198903 1 011
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Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan 

masing PPID Pembantu dapat 

dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang 

Undang kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi 

publik dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga pelayanan bisa dilaksanakan lebih 

ahwa dalam rangka pengelolaan 

dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk 

s sesuai dengan  ketentuan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya 

pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan  

Desa, PPID Pembantu dan PPID Utama melalui 

membuat website www.ppid.batangkab.go.id.  

An. BUPATI BATANG 

Sekretaris Daerah, 

Selaku PPID, 

 

 

 

Drs. NASIKHIN, MH 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19630403 198903 1 011 
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Tampilan Situs PPID Kabupaten Batang 

 

 

Alamat : http://ppid.batangkab.go.id 

 



NOMOR : 1 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 APRIL 2010

Ya Tidak
Softc

opy

Hard

copy
Biaya Cara

1 24 Januari 

2017

ADRIAN Perum Pamardi 

Graha B/12 

Pasekaran

021-83780642 Mahasiswa 1. Macam galian tambang di 

Kab.Batang

2. Total luas lahan galian 

tambang tiap tahun selama 5 

tahun.

3. Jumlah pednambang 

terdaftar.

Sebagai acuan 

untuk melengkapi 

tugas kuliah ttg 

aktifitas 

pertambangan di 

Kab. Batang.

V V V diterima kewenanga

n ada di 

provinsi

2 Februari 

2017

2 19 April 2017 R. ERDIAN  

KRISNAWAN

Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

8156902672 Koordinasi 

Pemberantasan 

Korupsi dan 

Penyelamat Aset 

Negara RI           

( KPK PANRI)

LPJ Dana Desa se Kab. Batang 

tahun 2016

Monitoring  

penggunaan dana 

desa .

V V V diterima 3 Mei 2017

3 4 Mei 2017 IZZA NUR KALAM Jl. Jensud No.20 

Batang (depan 

Kejaksaan Negeri 

Batang

8156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten 

Batang

RAB DD Desa Pasekaran dan 

Desa Rowobelang tahun 2016

Melakukan 

pengawasan. 

V V V diterima 15 Mei 2017

LAPORAN SEMESTER II

KEADAAN 1 JANUARI  - 31 DESEMBER 2017

PERATURAN KOMISI INFORMASI

Register Permintaan Informasi Publik

No Tanggal Nama Alamat
Nomor Kontak / 

email
Pekerjaan Informasi yang diminta

Tujuan Penggunaan 

Informasi

Status 

Informasi
Bentuk 

Informasi 

yang 

diminta

Jenis 

Permohonan

Keputusan

Biaya & 

cara 

Pembayara

n
Dibawah 

Penguasaan Melihat / 

Mengetah

ui

Memi

nta 

salina

n

Pemberitahua

n Tertulis

Pemberian 

Informasi

Alasan 

Penolakan

Hari dan Tanggal



4 15-May-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

82328709664 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. Perdes ttg pelepasan dan 

penggantian tanah Kas Desa 

Pasekaran dan Desa 

Rowobelang yang digunakan 

untuk Fasum jalan Tol 

Pemalang- Smg 

2.APBDes tahun 2016 dan 2017

Pengawasan 

Masyarakat

V V V diterima 9 Juni 2017

5 14-Jun-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

RAB Desa se Kec.Batang dan 

Kec.Kandeman

Pengawasan 

masyarakat

V V V diterima 4 Juli 2017

6 24-Jul-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

Permohonan informasi LPJ DD 

tahun 2016 :

Desa Kalipucang Kulon, Ds 

Kreyo, Ds Depok, Ds Kluwih 

dan Ds Tambahrejo.

Pengawasan 

Masyarakat

V V V diterima 11 Agustus 

2017

7 25-Sep-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. LPJ Dana Aspirasi DPRD 

Kab. Batang th.2016 & 2017 

secara terperinci

2. LPJ Bantuan Keuangan KPD 

Pemdes yg bersumber dari 

APBD pemprov jateng TA 2016 

& 2017 secara terperinci

8 16-Oct-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

Permohonan informasi RAB 

pembuatan pagar keliling 

gedung Kantor Dinas 

Kesehatan Kab. Batang

Pengawasan 

Masyarakat

V V V diterima  20 Oktober 

2017



9 23-Oct-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. Daftar penerima dana 

bantuan keuangan kepada 

pemerintahan Desa se 

Kab.Batang

2. daftar penerima dana aspirasi 

DPRD kab.Batang tahun 2016 

dan 2017

3. LPJ penggunaan bantuan 

keuangan kepada desa yang 

bersumber dari APBD Prov 

Jateng Tahun 2016 dan 2017

4. LPJ pebnggunaan dana 

aspirasi DPRD Kab.Batang th 

2016 dan 2017 secara terperinci 

meliputi Desa se Kec. Batang 

dan Kec. Kandeman

Pengawasan 

Masyarakat

V V V diterima 25 Oktober 

2017

10 28-Oct-17 FIKRI ABDUL 

HAKIM ,SE

jl. Yos Sudarso gg 

Citarum no. 6 

Rt.05/04 

Proyonanggan Utara 

Batang

08976544406/ 

087830678111

Wiraswasta 1. Perda ttg tatacara perijinan 

hiburan karaoke

2. Daftar Pengusaha hiburan 

karaoke di Kab.Batang  yang 

telahmembuat/ memiliki ijin

1.Memantau 

pelaksanaan usaha 

hiburan karaoke

2. Turut 

berpartisipasi 

menegakkan hukum 

dan menertibkan 

pelaksanaan usaha 

hiburan karaoke di 

wilayah Batang.

V V V diterima 28 Oktober 

2017

11 13-Nov-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

Berkas perijinan dari PT Bina 

Victory

Ingin mengetahui isi 

berkas perijinan 

pembangunan 

perumahan di desa 

pasekaran dari PT 

Bina Victory

V V V diterima Perizinan 

berada di 

Pemerintah 

Pusat

14-Nov-17



12 13-Nov-17 SU'ASMA Jl. Mataram No. 28  

Kalipucang wetan 

RT/RW 004/001

816650719 Wiraswasta 1.Permohonan SPJ DD 

pembuatan toilet th 2016 

2.LPJ Pengecoran bibir jalan 

mataram II RT/RW 04/01, 

RT/RW  05/01  Desa 

Kalipucang wetan Tahun 2017

Akan kami laporkan 

Kejaksaan Batang , 

diindikasikan tidak 

sesuai anggaran 

yang sebenarnya.

V V V 13-Nov-17

13 06-Dec-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. realisasi APBDes th 2016 

dan 2017

2. LPJ Dana Aspirasi DPRD 

Kab.Batang  Tahun 2016 dan 

2017

Pengawasan 

Masyarakat

V V V diterima 8 Desember 

2017

14 07-Dec-17 SUROSO Desa Sidomulyo 

09/01 Cepiring 

Kab.Kendal

87832493670 Ketua DPD 

Laskar Anti 

Korupsi 

Indonesia 

LPJ Dana Desa Kalipucang 

Wetan Tahun 2016

Menanggapi laporan 

masyarakat

V 8 Desember 

2017

PPID Kabupaten Batang

Drs. NASIKHIN, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19630403 198903 1 011



Ya Tidak Softcopy Hardcopy Biaya Cara

1 26 Maret 2012 Kartiningsih Rt. 01/01 Ds. Wiringin 

Gintung Kec. Tulis

085327131327 Wiraswasta 1. Peraturan tentang mekanisme pengangkatan 

perades Kab. Batang

2. Peraturan tentang mekanisme jual beli tanah di Kab. 

Batang

1. Untuk mengetahui mekanisme 

pencalonan perangkat desa

2. Untuk mengetahui mekanisme jual 

beli tanah di Kab. Batang

- V - V - V Diterima - 28 Maret 2012 2 April 2012 - -

2 26 Maret 2012 Desi Vienayanti Ds. Blado Rt.02/01 

Kec. Blado

08122521267 Koordinator wil 

sekwil Pekka 

Jateng

1. Alokasi dana bantuan hukum Kab. Batang th 2012

2. Kriteria lembaga yang bisa mengkases dana 

bantuan hukum

Untuk Mengetahui dana bantuan 

hukum

V V - V Diterima - 28 Maret 2012 2 April 2012 - -

3 26 Maret 2012 Peni Yuliarti Gondangan Rt.06/02 

Kec. Tulis

081391757217 Guru Paud Permendiknas Wajib Belajar 9 tahun Untuk mengetahui program pendidikan 

di Kab. Batang

V V V Diterima - 28 Maret 2012 2 April 2012 - -

4 9 November 2012 Muhammad HS jl. Palem V no. 189 

Permumnas I 

Jakasampurna Bekasi 

Barat

02141385818

081316698733

sahabat_muslim_ind

onesia@yahoo.com

Pengacara Publik 1. Daftar seluruh informasi publik berserta 

pengklasifikasiannya

2. Biodata ringkas pejabat struktural eselon I, II, dan III 

di lingkungan Pemerintah Kab. Batang

3. Seluruh Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati yang terkait dengan implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kab. Batang

4. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2011

5. Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) masing-masing 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Batang untuk 

kegiatan pengadaan jasa konsultansi non fisik tahun 

anggaran 2013

Ingin mengetahui dan advokasi publik V V V V Diterima - 14 November 2012 19 November 

2012 & 28 

Desember 

2012

- -

5 5 Juni 2013 Muhammad HS Jl. Dahlia Raya no. 

195 Perumnas I 

Jakasampurna Bekasi 

Barat

02141385818

081316698733

sahabat_muslim_ind

onesia@yahoo.com

Pengacara Publik 1. Daftar Informasi Publi Berdasarkan klasifikasi 

Badan Publik

2. Peraturan internal di masing-masing badan publik 

tentang pelayanan informasi publik

3. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang 

Penunjukkan PPID

4. Keputusan PPID masing-masing Badan Publik 

tentang informasi dikecualikan

Untuk koleksi perpustakaan informasi 

publik sahabat muslim

V V V V Diterima - 10 Juni 2013 19 Juni 2013 & 

10 Juli 2013

6 26 Juli 2013 Sutiamah Rt. 08/04 Kedung 

segog Kec. Tulis

- Ibu rumah tangga Rencana Teknis pembangunan PLTU Untuk mengetahui dampak positif dan 

negatif pembangunan PLTU

- V - V - V Diterima - 2 Agustus 2013 2 Agustus 

2013

- -

7 28 Agustus 2013 Bejo Bahrudin Abdul 

Majid

Jl. Yos Sudarso no. 

21 Pejangkaran 

KrAsem utara Batang

- LSM Gerakan 

Pemerhati dan 

Pemberdayaan 

Masy Batang

1. Jumlah Pendapatan Pajak daerah TA. 2011 dan 

2012

2. Bukti Setoran ke Kasda Bank Jateng

3. Peraturan SOP DPPKAD Kab. Batang

Untuk mengetahui keadaan keuangan 

dari pajak dan retribusi daerah

V V

Biaya & cara 

PembayaranMelihat / 

Mengetahui

Meminta 

salinan

Pemberitahuan 

Tertulis

Pemberian 

Informasi

Nomor Kontak / 

email
Pekerjaan Informasi yang diminta Tujuan Penggunaan Informasi

Dibawah Penguasaan

Status Informasi Bentuk Informasi yang 

diminta

Jenis Permohonan

Keputusan
Alasan 

Penolakan

Hari dan Tanggal

Rekapitulasi Register Permohonan Informasi Publik

No Tanggal Nama Alamat



Ya Tidak Softcopy Hardcopy Biaya Cara

Biaya & cara 

PembayaranMelihat / 

Mengetahui

Meminta 

salinan

Pemberitahuan 

Tertulis

Pemberian 

Informasi

Nomor Kontak / 

email
Pekerjaan Informasi yang diminta Tujuan Penggunaan Informasi

Dibawah Penguasaan

Status Informasi Bentuk Informasi yang 

diminta

Jenis Permohonan

Keputusan
Alasan 

Penolakan

Hari dan Tanggal

No Tanggal Nama Alamat

8 5 Maret 2014 DIJONO Ds. Karanganom Rt. 

06/02 Kandeman\

081548013458 wiraswasta 1. semua data/logistik Pilkades Ds. Karantandan 2013 

yang dititipkan di Polsek Tulis untuk dibuka dan 

disaksikan bersama-sama

2. SK BPD : 141/02/2013 tanggal 10 - 9 - 2013 

Penetapan Saudara Sugondo sebagai calon kades 

terpilih

- untuk diajukan sebagai alat bukti 

dalam persidangan di PTUN Semarang

V

V V

V

V

V

Ditolak

Diterima

-Informasi 

tidak dalam 

penguasaan 

PPID

5 Maret 2014 11 Maret 2014 - -

9 6 Maret 2014 TURMUDHI, S.PdI Ds. Tambahrejo Rt. 

04/01 Kec. Bandar 

Batang

085866264552 swasta 1. semua data/logistik Pilkades Ds. Tambahrejo 2013 

yang dititipkan di Polsek Tulis untuk dibuka dan 

disaksikan bersama-sama

2. SK BPD Tambahrejo tentang Penetapan Saudara 

Taudi sebagai calon kades terpilih

untuk diajukan sebagai alat bukti 

dalam persidangan di PTUN Semarang

V

V V

V

V

V

Ditolak

Diterima

Informasi 

tidak dalam 

penguasaan 

PPID

'-

6 Maret 2014 11 Maret 2014 - -

10 1 April 2014 KUSMIYATI Klidang Lor - swasta

Permohonan Info Publik tentang Daftar Galangan 

Kapal
untuk mengetahui data galangan kapal

V V V

Ditolak

Informasi 

yang diminta 

tidak ada

1 April 2014

- - -

11 2 April 2014 ANDI RUDY 

HERIANTO

Jl. A. Yani no. 35A 

Batang

(0285) 4493188 Ketua LSM Peduli 

Lingkungan

Surat Perjanjian antara Pemkab. Batang dengan PT. 

BPI tentang Pengembangan dan Pembangunan jalan 

Sultan Agung dan jalan Sigandu Ujungnegoro Kab. 

Batang no. 019.6/A373/2013 tanggal 28 Agustus 2013

Pembahasan dokumen UKL-UPL 

kegiatan pembangunan sarana 

infrastruktur jalan alternatif PLTU 

sarana pendukung PLTU 2 x 1000MW 

tanggal 1 April

V V V Ditolak Karena tidak 

mendapatkan 

persetujuan 

dari pihak 

kedua yaitu 

PT. 

Bhimasena 

Power 

Indonesia

22 April 2014 - - -

12 7 April 2014 FIKRI Alokasi Raskin tahun 2013 dan 2014 dan Juknis 

Raskin

untuk mengetahui data raskin V V V Diterima

13 15 April 2014 SUMITO WIJONO Perum Griya Permai 

V Blok K nomor 14 Rt. 

04/01 Pasekaran

081288633866 Swasta daftar perizinan galian C(sirtu) yang ada di Kabupaten 

Batang

Untuk kepentingan KPK Yelri V V V Ditolak informasi 

yang diminta 

belum 

ada(belum 

ada izin 

galian C yang 

dikeluarkan)

16 April 2014 - - -
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14 13 Mei 2014 MUHAMMAD HS Jl. Dahlia Raya 195 

Rt.08/08 Kel. 

Jakasampurna Bekasi 

Barat

(021) 41385818 - 

mata.umat@yahoo.c

om

Konsultan KIP 1. Alamat email resmi PPID Utama/PPID Pembantu di 

lingkungan badan publik.

2. DIP (Daftar Informasi Publik) di badan publik 

dan/atau di lingkungan SKPD/OPD badan publik.

3. Peraturan Bupati/Peraturan Walikota  dan/atau 

Keputusan Bupati/Keputusan Walikota dan/atau Surat 

Edaran  Bupati/Surat  Edaran  Walikota,  terkait  

dengan  tata  kelola penyelenggaraan  layanan  

informasi  publik  di lingkungan badan publik.

4. Keputusan Bupati/Keputusan Walikota terkait 

dengan Penunjukan PPID di lingkungan badan publik.

5. Laporan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID 

Utama/PPID Pembantu di lingkungan badan publik 

pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, berupa 

laporan bulanan dan laporan tahunan.

6. Rekapitulasi  kegiatan  Sosialisasi  UU  

KIP/Bimbingan  Teknis  Penerapan  UU  

KIP/Bimbingan  Teknis  Standar 

Layanan  Informasi  Publik/Bimbingan  Teknis  PPID  

dan/atau  kegiatan  sejenis   lainnya  yang  

diselenggarakan 

oleh SKPD/OPD di lingkungan badan publik tahun 

anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang 

memuat 

keterangan nama kegiatan, jumlah anggaran, sumber 

anggaran, SKPD/OPD penyelenggara kegiatan, 

tanggal 

pelaksanaan  kegiatan,  dan  nama-nama  serta  asal  

instansi  Pembicara/Nara  Sumber/Pemberi  Materi 

Sosialisasi/Bimbingan Teknis.

7. Rekapitulasi anggaran pelayanan informasi publik 

dan anggaran penanganan sengketa informasi publik 

pada  SKPD/OPD  badan  publik  tahun  anggaran  

2010,  2011,  2012, 2013,  2014,  yang  memuat  

keterangan  jumlah anggaran dan peruntukannya.

uji akses informasi publik dan sosial 

kontrol

V V V Diterima - 22 Mei 2014 23 Mei 2014 - -
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15 16 Juni 2014 MUHAMMAD HS Jl. Dahlia Raya 195 

Rt.08/08 Kel. 

Jakasampurna Bekasi 

Barat

(021) 41385818 - 

mata.umat@yahoo.c

om

Konsultan KIP 1. Dokumen lengkap LHP BPK RI atas laporan 

keuangan badan publik tahun anggaran 2013.

2. Dokumen lengkap LHA Inspektorat badan publik 

tahun pemeriksaan 2013.

3. Dokumen lengkap standar biaya pengadaan 

barang/jasa di lingkungan badan publik tahun 2014.

4. Dokumen lengkap DP3 (Daftar Penilaian Pekerjaan) 

tahun 2013 dan 2014 dari seluruh pejabat struktural di 

lingkungan badan publik.

5. Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13  ayat (1) huruf L dan huruf M Peraturan 

Komisi  Informasi  nomor  1  tahun  2010  tentang  

Standar  Layanan  Informasi  Publik,  berupa  

dokumen  laporan  lengkap yang disampaikan oleh 

dan kepada pejabat berwenang di lingkungan badan 

publik.

uji akses informasi publik dan sosial 

kontrol.

Diterima
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16 8 Juli 2014 MUHAMMAD HS Jl. Dahlia Raya 195 

Rt.08/08 Kel. 

Jakasampurna Bekasi 

Barat

(021) 41385818 - 

mata.umat@yahoo.c

om

Konsultan KIP 1. Penjelasan tertulis, apakah badan publik telah 

memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan 

laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi 

Informasi Jawa Tengah? jika iya sejak tahun berapa 

menyampaikan laporan dimaksud?apakah tian 

tahun?jika tidak, hambatan dan kendala apa yang 

menyebabkan badan publik belum melaksanakan 

kewajiban menyampaikan laporan pelayanan informasi 

publik kepada KI Prov Jawa Tengah.

2. Penjelasan tertulis, apakah KI Prov Jateng pernah 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada badan 

publik perihal adanya kewajiban badan publik untuk 

menyampaikan laporan pelaksanaan layanan 

informasi peublik kepada KI Prov Jateng?jika ya 

berapa kali KI Prov menyampaikan surat dimaksud 

dan tanggal berapa?

3. Penjelasan, tertulis apakah komisi informasi Prov 

Jawa Tengah pernah melakukan evaluasi dan/atau 

memberikan saran masukan atas laporan 

penyelenggaran informasi publik yang disampaikan 

oleh badan publik kepada komisi informasi Provinsi 

Jawa Tengah? jika iya kapan dilakukan evaluasi 

dan/atau pemberian saran masukan tersebut, dan 

bagaimana cara penyampaiannya?

4. Penjelasan tertulis apakah tindakan PPID badan 

publik negara yang tidak menanggapi permintaan 

informasi publik atau tidak memenuhi permintaan 

informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi 

dalam jangka waktu 10 hari kerja atau tidak 

memberikan informasi kepada pemohon secara 

lengkap sesuai permintaan atau menolak memberikan 

informasi dengan alasan pengecualian tanpa adanya 

bukti surat keputusan atau surat penetapan klasifikasi 

informasi yang dikecualikan, adalah termasuk 

melanggar disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam 

17 26 Agustus 2014 ANDI RUDY HERIANTO Jl. A. Yani no. 35A 

Batang

(0285) 4493188 Ketua LSM Peduli 

Lingkungan

Surat izin lingkungan kegiatan pembangunan jalan 

alternatif PLTU sarana infrastruktur pendukung 

pembangunan PLTU 2x1000 MW

Kajian V V V Ditolak Informasi 

yang 

dimohon 

merupakan 

informasi 

yang 

dikecualikan

'18 September 2014 '18 September 

2014

18 21 Januari 2015 JUSRI SIHOMBING Ds. Harjosari Lor 

Rt.01/03 no. 30 Kec. 

Adiwerna Tegal

081228193328 Swasta Daftar paket pekerjaan konstruksi TA 2014 yang 

nilainya kurang atau sama dengan 200juta

Pengawasan Publik v v v Ditolak Informasi 

Dikecualikan

Januari 2015 - -
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19 16 April 2015 ANDi RUDY H Jl. Wahid Hasyim 7 

Batang

08159550902 Swasta Peraturan Bupati Batang tentang Penetapan tarif 

PDAM Kab. Batang

Kajian akademis sebagai warga untuk 

berpartisipasi dalam birokrasi bersih 

ekonomi bangkit

V V V Diterima

20 21 April 2015 LSM Brigas mandiri Jl. Yos Sudaraso gg. 

Citarum no. 6 rt. 05/04 

Proyonanggan utara 

Batang

- Swasta Peraturan Bupati Batang tentang pengaturan HET gas 

LPG bersubsidi 3kg

melaksanakan program organisasi 

bidang pengawasan

V V V Diterima

21 20-Apr-15 FIKRI ABDUL HAKIM Daftar agen dan pangkalan gas LPG 3kg pemantauan peredaran atau 

pendistribusian gas LPG bersubsidi 

3kg

V V V Diterima

22 18-May-15 ANDi RUDY H Jl. Wahid Hasyim 7 

Batang

08159550902 Swasta Perbup Batang No. 15 Th 2002 dan Perbup Batang 

No. 68 Th 2013 

Kajian akademis berkaitan dg 

peningkatan ekonomi dari perusda

V V V Diterima

23 11-Jun-15 Bejo Bahrudin AM Karangasem Utara 85868456785 wiraswasta 1. DPA  Pengadaan Mobil dan Motor TA 2014 

Disbudpar

2. Pendapatan OW ujungnegoro bulan Januari 2015

supaya tau apakah ada markup 

anggaran/tidak

V

V

V

V

V

V

Diterima

Diterima

24 11-Jun-15 Bejo Bahrudin AM Karangasem Utara 85868456785 wiraswasta 1. data aset daerah/aset kelurahan (bengkok) yang 

ada di wil. Kec batang

biar masyarakat / publik tau persis 

berapa aset bengkok yang sebenarnya 

di wilayah kecamatan batang

V V V Diterima

25 7 Januari 2016 / 18 

Februari 2016

ROBERT ENDI 

JAWENG

Jl. Kuningan Mulia 

Kav. 9C Jaksel-12980

021-83780642 Direktur Eksekutif 

Komisi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

(KPPOD)

Permohonan data sekunder Pemda Kab. Batang

1. Rekap Jenis Perizinan Usaha

2. Perda Pajak, Retribusi, dan Jenis Pungutan

Melakukan pengawasan dan 

pengawalan pembangunan pasar 

Batang agar berjalan sesuai bestek

V V diterima 19 Februari 2016

26 3 Februari 2016 IZZA NUR KALAM Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

Permohonan informasi data RAB Pembangunan Pasar 

Batang

Melakukan pengawasan dan 

pengawalan pembangunan pasar 

Batang agar berjalan sesuai bestek

V V ditolak informasi 

belum 

dikuasai

'3 Februari 2016 18 Agustus 

2016

27 18 April 2016 IZZA NUR KALAM Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

Data penerima Bansos 2015/2016 Melakukan pengawasan dan 

pemantauan agar tidak terjadi 

penyimpangan dan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

V V ditolak informasi 

belumdikuasa

i(belum 

ditetapkan)

4 Mei 2016

28 20 Juni 2016 IZZA NUR KALAM Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

Data penerima bantuan kambing 2016 Melakukan pengawasan dan 

pemantauan agar tidak terjadi 

penyimpangan dan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya

V V ditolak informasi 

belumdikuasa

i(belum 

ditetapkan)

23 Juni 2016
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29 30 Agustus 2016 NOVIAN EKO 

PRASETYO

Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

1. Permohonan data SPJ DAK sekolah

2. Laporan keuangan pendapatan dan pengeluaran 

Puskesmas Bawang

3. SPJ BOK Kab. Bawang

Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi

V V ditolak informasi 

yang 

dikecualikan

7 September 2016

30 30 Agustus 2016 IZZA NUR KALAM Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

Permohonan informasi data spek pembangunan pasar 

batang dan gambar kerja pembangunan pasar batang

Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi

V V V diterima 7 September 2016 9 September 

2016

31 6 Oktober 2016 IZZA NUR KALAM Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

Permohonan informasi RAB pelaksanaan 

pembangunan pasar Batang perubahan adendum

Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi

V V V diterima 13 Oktober 2016 13 Oktober 

2016

32 17 November 2016 SARTONO Perum Korpri rt.01/04 

Pasekaran Batang

08156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

Pemeriksaan LAB Bakso(boraks) Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi

V V V diterima '22 nov 2016 '22 nov 2016

33 17 November 2016 SUMARNI Jl. Pangeran 

Diponegoro I rt.01/03 

Proyonanggan 

Tengah Batang

085226476121 ibu rumah tangga Uji Lab Bakso Daging Sapi Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi

V V V diterima '22 nov 2016 '22 nov 2016

34 5 Desember 2016 FIKRI ABDUL 

HAKIM (LSM 

BRIGAS MANDIRI 

BATANG)

jl. Yos Sudarso gg 

Citarum no. 6 rt.05/04 

Proyonanggan Utara 

Batang

08976544406/08783

0678111

Dewan Pendiri 

LSM Brigas Mandiri 

Batang

Salinan daftar tempat hiburan karaoke di Kabupaten 

Batang yang telah mendapatkan izin

bahan pemantauan dalam rangka ikut 

serta menertibkan tempat-tempat 

hiburan karaoke

V V V diterima 5 Desember 2016

35 24 Januari 2017 ADRIAN Perum Pamardi Graha 

B/12 Pasekaran

021-83780642 Mahasiswa 1. Macam galian tambang di Kab.Batang

2. Total luas lahan galian tambang tiap tahun selama 5 

tahun.

3. Jumlah pednambang terdaftar.

Sebagai acuan untuk melengkapi 

tugas kuliah ttg aktifitas pertambangan 

di Kab. Batang.

V V V diterima kewenangan 

ada di 

provinsi

2 Februari 2017

36 19 April 2017 R. ERDIAN  

KRISNAWAN

Perum Wirosari 3 B 

No. 3 Rt. 1 Rw. 9 

Sambong Batang

8156902672 Koordinasi 

Pemberantasan 

Korupsi dan 

Penyelamat Aset 

Negara RI           ( 

KPK PANRI)

LPJ Dana Desa se Kab. Batang tahun 2016 Monitoring  penggunaan dana desa . V V V diterima 3 Mei 2017

37 4 Mei 2017 IZZA NUR KALAM Jl. Jensud No.20 

Batang (depan 

Kejaksaan Negeri 

Batang

8156902672 Ketua Pimpinan 

GNPK-RI 

Kabupaten Batang

RAB DD Desa Pasekaran dan Desa Rowobelang 

tahun 2016

Melakukan pengawasan. V V V diterima 15 Mei 2017
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38 15-May-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

82328709664 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. Perdes ttg pelepasan dan penggantian tanah Kas 

Desa Pasekaran dan Desa Rowobelang yang 

digunakan untuk Fasum jalan Tol Pemalang- Smg 

2.APBDes tahun 2016 dan 2017

Pengawasan Masyarakat V V V diterima 9 Juni 2017

39 14-Jun-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

RAB Desa se Kec.Batang dan Kec.Kandeman Pengawasan masyarakat V V V diterima 4 Juli 2017

40 24-Jul-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

Permohonan informasi LPJ DD tahun 2016 :

Desa Kalipucang Kulon, Ds Kreyo, Ds Depok, Ds 

Kluwih dan Ds Tambahrejo.

Pengawasan Masyarakat V V V diterima 11 Agustus 2017

41 25-Sep-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. LPJ Dana Aspirasi DPRD Kab. Batang th.2016 & 

2017 secara terperinci

2. LPJ Bantuan Keuangan KPD Pemdes yg bersumber 

dari APBD pemprov jateng TA 2016 & 2017 secara 

terperinci

42 16-Oct-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

Permohonan informasi RAB pembuatan pagar keliling 

gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batang

Pengawasan Masyarakat V V V diterima  20 Oktober 2017

43 23-Oct-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. Daftar penerima dana bantuan keuangan kepada 

pemerintahan Desa se Kab.Batang

2. daftar penerima dana aspirasi DPRD kab.Batang 

tahun 2016 dan 2017

3. LPJ penggunaan bantuan keuangan kepada desa 

yang bersumber dari APBD Prov Jateng Tahun 2016 

dan 2017

4. LPJ pebnggunaan dana aspirasi DPRD Kab.Batang 

th 2016 dan 2017 secara terperinci meliputi Desa se 

Kec. Batang dan Kec. Kandeman

Pengawasan Masyarakat V V V diterima 25 Oktober 2017

44 28-Oct-17 FIKRI ABDUL 

HAKIM ,SE

jl. Yos Sudarso gg 

Citarum no. 6 

Rt.05/04 

Proyonanggan Utara 

Batang

08976544406/ 

087830678111

Wiraswasta 1. Perda ttg tatacara perijinan hiburan karaoke

2. Daftar Pengusaha hiburan karaoke di Kab.Batang  

yang telahmembuat/ memiliki ijin

1.Memantau pelaksanaan usaha 

hiburan karaoke

2. Turut berpartisipasi menegakkan 

hukum dan menertibkan pelaksanaan 

usaha hiburan karaoke di wilayah 

Batang.

V V V diterima 28 Oktober 2017
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45 13-Nov-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

Berkas perijinan dari PT Bina Victory Ingin mengetahui isi berkas perijinan 

pembangunan perumahan di desa 

pasekaran dari PT Bina Victory

V V V diterima Perizinan 

berada di 

Pemerintah 

Pusat

14-Nov-17

46 13-Nov-17 SU'ASMA Jl. Mataram No. 28  

Kalipucang wetan 

RT/RW 004/001

816650719 Wiraswasta 1.Permohonan SPJ DD pembuatan toilet th 2016 

2.LPJ Pengecoran bibir jalan mataram II RT/RW 

04/01, RT/RW  05/01  Desa Kalipucang wetan Tahun 

2017

Akan kami laporkan Kejaksaan Batang 

, diindikasikan tidak sesuai anggaran 

yang sebenarnya.

V V V 13-Nov-17

47 06-Dec-17 MOHAMAD. 

ZAENUDIN

Jl. Pemuda RT/RW 

02/01 Pasekaran 

Batang

8232870966 Sekretaris GNPK-

RI Kabupaten 

Batang

1. realisasi APBDes th 2016 dan 2017

2. LPJ Dana Aspirasi DPRD Kab.Batang  Tahun 2016 

dan 2017

Pengawasan Masyarakat V V V diterima 8 Desember 2017

48 07-Dec-17 SUROSO Desa Sidomulyo 

09/01 Cepiring 

Kab.Kendal

87832493670 Ketua DPD Laskar 

Anti Korupsi 

Indonesia 

LPJ Dana Desa Kalipucang Wetan Tahun 2016 Menanggapi laporan masyarakat V 8 Desember 2017

PPID Kabupaten Batang

Drs. NASIKHIN, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19630403 198903 1 011



LAPORAN TAHUNAN PERATURAN KOMISI INFORMASI

KEADAAN 1 JANUARI  - 31 DESEMBER 2017 NOMOR : 1 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 APRIL 2010

Register Keberatan



Rekapitulasi Register Keberatan

Nama Tanggal Alamat Nomor Kontak Pekerjaan Informasi yang diminta Keputusan atasan PPID

a b c d e f g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 28 April 2014 (0285) 4493188

V

10 Juni 2014

2 16 Juni 2014

Konsultan Publik

V

-

-

3 (0285) 4493188 Kajian V Tidak Puas,

N
o

No 
Pendaftaran 
permohonan 

informasi

Tujuan 
penggunaan 

informasi

alasan 
pengajuan 
keberatan 

(ps. 35 
ayat(1) UU 

KIP)

Hari dan 
Tanggal 

Pemberian 
tanggapan 

atas 
Keberatan

Nama dan 
Disposisi Atasan 

PPID

Tanggapan 
Pemohon 
Informasi

ANDI RUDY 
HERIANTO

Jl. A. Yani no. 35A 
Batang

Ketua LSM Peduli 
Lingkungan

487.22/03/Se
kretPPID

Surat Perjanjian antara 
Pemkab. Batang dengan 
PT. BPI tentang 
Pengembangan dan 
Pembangunan jalan 
Sultan Agung dan jalan 
Sigandu Ujungnegoro 
Kab. Batang no. 
019.6/A373/2013 tanggal 
28 Agustus 2013

Pembahasan 
dokumen UKL-
UPL kegiatan 
pembangunan 
sarana 
infrastruktur jalan 
alternatif PLTU 
sarana 
pendukung PLTU 
2 x 1000MW 
tanggal 1 April

nomor surat : 487.22/0879 - tanggal 10 Juni 2014, 
berisi : Menguatkan tanggapan tertulis PPID, 
Permintaan tidak dapat dipenuhi karena 
merupakan perjanjian dua belah pihak yang terikat 
oleh KUHPer

A.n Bupati 
Batang - 
Sekretaris 
Daerah / Drs. 
Nasikhin, MH

Tidak Puas, 
Sengketa 
Informasi ke 
KIP Prov 
Jateng

MUHAMMAD 
HS

Jl. Dahlia Raya 195 
Rt.08/08 Kel. 

Jakasampurna 
Bekasi Barat

(021) 41385818 - 
mata.umat@yahoo.c

om 487.22/05/Se
kretPPID

Profil dan Rekap 
anggaran KIP

uji akses informasi 
publik

A.n Bupati 
Batang - 
Sekretaris 
Daerah / Drs. 
Nasikhin, MH

ANDI RUDY 
HERIANTO

25 September 
2014

Jl. A. Yani no. 35A 
Batang

Ketua LSM Peduli 
Lingkungan

487.22/11/Se
kretPPID

Surat izin lingkungan 
kegiatan pembangunan 
jalan alternatif PLTU 
sarana infrastruktur 
pendukung pembangunan 
PLTU 2x1000 MW

Surat Keputusan PPID tentang Penolakan 
Permohonan bahwa Informasi yang dimohon 
merupakan informasi yang dikecualikan

18 September 
2014

A.n Bupati 
Batang - 
Sekretaris 
Daerah / Drs. 
Nasikhin, MH



Nama Tanggal Alamat Nomor Kontak Pekerjaan Informasi yang diminta Keputusan atasan PPID

a b c d e f g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N
o

No 
Pendaftaran 
permohonan 

informasi

Tujuan 
penggunaan 

informasi

alasan 
pengajuan 
keberatan 

(ps. 35 
ayat(1) UU 

KIP)

Hari dan 
Tanggal 

Pemberian 
tanggapan 

atas 
Keberatan

Nama dan 
Disposisi Atasan 

PPID

Tanggapan 
Pemohon 
Informasi

4 Jusri Sihombing '26 Januari 2015 08122819328 Swasta V 2 Maret 2015 SengketaDesa Harjosari Lor 
Rt. 10/03 No. 30 
Kec. Adiwerna 
Kab. Tegal

001/PPID/20
15

Daftar Paket Konstruksi 
TA 2014 yang nilainya 
kurang atau sama dengan 
200juta

Pengawasan 
Publik

Menolak permohonan permintaan informasi karena 
:
1. Berdasarkan klarifikasi tanggal 21 Januari 2015, 
dinyatakan tujuan penggunaan informasi untuk 
pengawasan publik secara awam dan tidak 
mempunyai kompetensi/sertifikasi pengawas publik
2. Tujuan penggunaan informasi kurang jelas 
terhadap keperluan pemohon secara pribadi dan 
hubungannya dengan pemerintah Kabupaten 
Batang serta mengajukan permohonan data dan 
informasi dalam jumlah yang besar
3. Berdasar pasal 17 huruf h Undang-undang no. 
14 tahun 2008, bahwa dengan membuka informasi 
dimaksud menimbulkan konsekuensi mengungkap 
aset dan pendapatan seseorang yaitu penyedia 
barang jasa kepada pihak yang tidak berwenang
4. Berdasar Undang-undang no. 43 tahun 2009 
pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa pencipta arsip 
wajib menyediakan arsip dinamis bagi pengguna 
arsip yang berhak, dan pasal 82 menyebutkan 
bahwa setiap orang yang sengaja menyediaakan 
arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak 
berhak dapat dipidana

A.n Bupati 
Batang - 
Sekretaris 
Daerah / Drs. 
Nasikhin, MH



Nama Tanggal Alamat Nomor Kontak Pekerjaan Informasi yang diminta Keputusan atasan PPID

a b c d e f g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N
o

No 
Pendaftaran 
permohonan 

informasi

Tujuan 
penggunaan 

informasi

alasan 
pengajuan 
keberatan 

(ps. 35 
ayat(1) UU 

KIP)

Hari dan 
Tanggal 

Pemberian 
tanggapan 

atas 
Keberatan

Nama dan 
Disposisi Atasan 

PPID

Tanggapan 
Pemohon 
Informasi

5 7 Maret 2016 08156902672

V V

14 April 2016 SengketaIZZA NUR 
KALAM

Perum Wirosari 3 B 
No. 3 Rt. 1 Rw. 9 
Sambong Batang

Ketua Pimpinan 
GNPK-RI 

Kabupaten 
Batang

001/SekretP
PID/2016

Permohonan informasi 
data RAB Pembangunan 
Pasar Batang

Melakukan 
pengawasan dan 
pengawalan 
pembangunan 
pasar Batang 
agar berjalan 
sesuai bestek

1. Memperkuat pemberitahuan tertulis PPID Kab. 
Batang Nomor 001/SekretPPID/2016 tanggal 13 
Februari 2016 tentang informasi yang tidak 
diberikan
2. Sesuai dengan pasa 6 ayat 3 huruf b Undang-
undang nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa 
informasi yang berkaitan dengan kepentingan 
perlindungan usaha tidak sehat dapat tidak 
diberikan. Karena rincian RAB kontrak 
pembangunan pasar batang memiliki unsur-unsur 
informasi harga barang/jasa yang bisa 
mempengaruhi harga pasar batang dalam 
pembelian material dan jasa bagi pelaksana 
pembangunan pasar batang
3. Hal tersebut nomor 2 diperkuat dengan 
keberatan dari PT. Hutama Karya Persero nomor : 
010/ADM/HK-PSBTG tanggal 12 Februari 2016 
perihal data pasar batang
4. Kurang jelasnya tujuan pemohon karena 
sebagai warga negara perorangan ataupun 
kelompok dengan kualifikasi kompetensi yang 
kurang terukur, akan melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan didasarkan pada dokumen teknik 
yaitu bestek. Sehingga dimungkinkan dapat 
mengganggu kelancaran pelaksanaan 
pembangunan.

A.n Bupati 
Batang - 
Sekretaris 
Daerah / Drs. 
Nasikhin, MH





LAPORAN SEMESTER II PERATURAN KOMISI INFORMASI

KEADAAN 1 JANUARI  - 31 DESEMBER 2017 NOMOR : 1 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 APRIL 2010

REGISTER SENGKETA INFORMASI

No Nama Pemohon Informasi yang diminta Nomor Surat Tanggal surat Agenda Keputusan Tindak lanjut Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NIHIL

Sengketa 
Informasi

Tanggal 
Permohonan

No Pendaftaran 
permohonan Informasi

Tujuan penggunaan 
informasi



REKAPITULASI REGISTER SENGKETA INFORMASI

No Nama Pemohon Informasi yang diminta Nomor Surat Tanggal surat Agenda Keputusan Tindak lanjut Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 23 /06/2014 0032/SI/VIII/2014 112/KI-JTG/VII/2014 24 Juli 2014 Mediasi

137/KI-JTG/VIII/2014 18 Agustus 2014 Mediasi

146/KI-JTG/VIII/2014 25 Agustus 2014 Sidang ajudikasi

210/KI-JTG/VIII/2014 Sidang Ditunda

292/KI-JTG/X/2014 13 Oktober 2014 SIdang ditunda

307/KI-JTG/XI/2014 27 Oktober 2014

351/KI-JTG/XI/2014 Putusan sidang

2 Jusri Sihombing KI Prov Jateng 21 Januari 2015 1/PPID/2015 Pengawasan Publik 085/KI-JTG/IV/2015 22 April 2015 Sidang Ajudikasi Ditunda

3 IZZA NUR KALAM 3 Februari 2016 001/Sekret_PPID/2016 061/KI-JTG/VI/2016 23 Mei 2016 Sidang ajudikasi

064/KI-JTG/VI/2016 1 Juni 2016 Sidang ajudikasi

Sengketa 
Informasi

Tanggal 
Permohonan

No Pendaftaran 
permohonan Informasi

Tujuan penggunaan 
informasi

ANDY RUDY 
HERIANTO

KI PROV 
JATENG

Surat Perjanjian antara 
Pemkab. Batang dengan 
PT BPI tentang 
Pengembangan dan 
Pembangunan Jalan Sultan 
Agung dan Jalan sigandu- 
Ujungnegoro Kab Batang 
No. 019.6/A373/2013 
tanggal 28 Agustus 2013

Untuk mengetahui 
bentuk kerja sama 
seperti apa sehingga 
diketahui pula pasca 
kontruksi kegiatan 
pengembangan dan 
pembangunan Jl. 
Sultan Agung dan Jl. 
Sigandu- Ujungnegoro 
Kabupaten Batang, 
masyarakat Kabupaten 
Batang dapat 
menggunakan jalan 
tersebut  juga masalah 
pendanaannya yang 
melibatkan swasta

Dilanjutkan 
mediasi 
selanjutnya

DIlanjutkan 
Sidang ajudikasi

DIlanjutkan 
Sidang ajudikasi 
berikutnya

10 September 
2014

Sidang 
ajudikasi(Penyera
han pembuktian)

Pembacaan 
jawaban

Pembacaan 
kesimpulan

Dilanjutkan 
sidang 
selanjutnya

18 November 
2014

Sidang selesai 
sengketa 
dimenangkan 
Bupati Batang

Daftar Paket Konstruksi TA 
2014 yang nilainya kurang 
atau sama dengan 200juta

Komisi 
Informasi 

Provinsi Jawa 
Tengah

Permohonan informasi data 
RAB Pembangunan Pasar 
Batang

Melakukan 
pengawasan dan 
pengawalan 
pembangunan pasar 
Batang agar berjalan 
sesuai bestek

Dilakukan 
mediasi

Dilakukan 
mediasi



No Nama Pemohon Informasi yang diminta Nomor Surat Tanggal surat Agenda Keputusan Tindak lanjut Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sengketa 
Informasi

Tanggal 
Permohonan

No Pendaftaran 
permohonan Informasi

Tujuan penggunaan 
informasi

068/KI-JTG/VI/2016 8 Juni 2016 Mediasi

072/KI-JTG/VI/2016 15 Juni 2016 Mediasi

077/KI-JTG/VI/2016 21 Juni 2016 Mediasi

4 29 Juni 2016 005/SekretPPID/2016 173/KI-JTG/X/2016 18 Oktober 2016 Sidang ajudikasi

179/KI-JTG/X/2016 25 Oktober 2016 Sidang ajudikasi

    /KI-JTG/X/2016    Oktober 2016 Mediasi Mediasi

199/KI-JTG/XI/2016 Sidang ajudikasi

sesuai bestek dilanjutkan 
mediasi 
selanjutnya

dilanjutkan 
mediasi 
selanjutnya

Informasi 
diberikan 
kepada 
Pemohon

NOVIAN EKO 
PRASETYO

Komisi 
Informasi 
Provinsi Jawa 
Tengah

1. Permohonan data SPJ 
DAK sekolah
2. Laporan keuangan 
pendapatan dan 
pengeluaran Puskesmas 
Bawang
3. SPJ BOK Kab. Bawang

Pencegahan dan 
pemberantasan tindak 
pidana korupsi

Dilanjutkan 
sidang 
selanjutnya

Dilanjutkan 
sidang 
selanjutnya

23 November 
2016

Informasi 
diberikan 
kepada 
Pemohon


